GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2{ TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan

1.

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001);

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 007);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 006);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013 Nomor 001);

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 033);

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun
2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 033);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 458.793.895.486,-
b. Dana Perimbangan Rp. 1.098.995.074.750,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 683.264.995.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. 2.241.053.965.236,



2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 426.109.148.234,-
2) Belanja Bunga Rp. -

3) Belanja Subsidi Rp. -

4) Belanja Hibah Rp. 798.677.253.045,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 64.755.830.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 136.640.473.403,-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 12.888.770.000,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 292.350.000,-

Rp.1.439.363.824.682,-
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 87.761.374.219,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 392.479.928.125,-
3) Belanja Modal Rp. 244.750.464.780,-

Rp. 724.991.767.124,-
Jumlah Belanja Rp. 2.164.355.591.806,-

Surplus / (defisitf Rp. 76.698.373.430,-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 189.198.885.217,-
b. Pengeluaran Rp. 86.582.140.000,-
‘ Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 102.616.745.217 ,-

Sisa lebih pembiayaan -
anggaran tahun berkenaan Rp. 179.315.118.647 ,-

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.




Pasal S5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 ‘;‘aytmber 2013

NTGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, !

Ll

RANS LEBU

Diundangkan di Kupang
pada tanggal {4 ¢ep£mber 2013

, SEKRETARIS DAERAH
ZPROVINSI NU$A TENGGARA TIMUR,"f

—
Al FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 02




